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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

Menimbang :a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggung jawabkan perlu dikelola secara optimal dan
didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan
factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan
informasi;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan
informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan
pemerintah Kota Bontang, perlu dibentuk organisasi yang
melaksanakan pengelolaan informasi dokumentasi secara
terkoordinasi;

c. bahwa untuk mengorganisasikan dan melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju
pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di
lingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang perlu menetapkan Admin Pejabat pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas.



Mengingat

1.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kertebukaan Informasi Publik;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Pemerintah Kota Bontang nomor 5 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2
tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang : Penerapan Tata
Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan
Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan data yang terkait dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Menginput data pada website PPID;

c. Mengelola dan menginventarisir data yang diperoleh dari
bidang-bidang;

d. Bertanggungjawab terhadap data yang dimiliki;

e. Membantu Tim PPID Pembantu melaksanakan tanggung

jawab, tugas, dan kewenangannya,;

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Pemerintah Kota Bontang.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal, 8 April 2019
KEPALA DINAS,

& ¥

Dra. Hj. Yuliatinur, MM
Pembina Utama Muda
NIP.
196007221985012001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

gk wdPE

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang

Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang

Inspektur Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sdr. Pejabat yang bersangkutan



Lampiran

Nomor 21 Tahun 2019
Tanggal : 8 April 2019
Tentang

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang

NAMA ADMIN/OPERATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

NO NAMA/NOPEG JABATAN JABATAN DALAM PPID
Arsy Tsyaniah, S.Kom / Pengelola Data )
Ad 0] t
! 800.18.141194 Kreativitas dan Inovasi min/Operator
Kepala,
.

Dra. Hj. Yuliatinur, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 198501 2 001




